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Abstract: This paper would like to point out that the conception of
citizenship in the doctrine of comprehensive ethics of Islam are in line
with the ethics of modern democracy and human rights equation. The
background of the emergence of the concept of citizenship in the classical
Islamic doctrine is influenced of a war situation, namely the global terms
of conflict between Islam and non-Muslims. However, the classical scholars
concept of dzimmi that contain elements of discrimination is no longer can
be applied because it is not in accordance with the example of the Prophet
and also the concept of the modern state.
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Abstrak: Tulisan ini menunjukkan bahwa konsep kewarganegaraan
dalam doktrin etika Islam yang komprebensif adalah sejalan dengan
etika demokrasi modern khususnya dan persamaan hak asasi manusia.
Latar belakang munculnya konsep kewarganegaraan dalam doktrin Islam
klasik dipengarubi oleb situasi perang, yang secara spesiftk menghadapkan
kelompok Muslim dan non-Muslim secara konfrontatif. Perubahan
politik yang signifikan khususnya perubahan dari negara Islam menjadi
nation state berkonsekuensi logis terhadap perubaban hukum atas ahl
dzimmah. Oleh karena keanggotaan terhadap suatu negara saat ini tidak
lagi ditentukan oleh agama, maka konsep ulama klasik dzimmi yang
mengandung unsur diskriminasi tidak lagi dapat diterapkan karena tidak
sesuai dengan spirit hukum Islam dan juga konsep negara modern.

Kata Kunci: Hak-hak minoritas, Piagam Madinah, kewarganegaraan
dalam Islam.
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Pendahuluan

Tema tentang kewarganegaraan dalam Islam menjadi tema
penting seiring dengan maraknya aktifitas pergerakan-pergerakan
Islam di sejumlah negara Muslim yang menuntut penerapan syari‘at
Islam secara kdffah baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan
maupun dalam bentuk konstitusi negara secara keseluruhan.
Gejala yang oleh John Esposito teridentifikasi sebagai fenomena
“kebangkitan Islam” ini setidaknya mengandung dua kecenderungan
besar yaitu menguatnya identitas komunal dan demokratisasi
sebagai sebuah fenomena penting dalam sejarah dunia masa kini
yang muncul secara bersamaan.! Masing-masing mewakili tuntutan
terhadap pemberdayaan rakyat secara partisipatoris dan pengakuan
identitas setiap kelompok masyarakat sebagai bagian yang sah dari
setiap negara bangsa. Kondisi-kondisi khas di setiap wilayah di dunia
membentuk ekspresi kedua kecenderungan itu, di mana keduanya
terkadang dapat saling melengkapi namun tidak jarang pula keduanya
dapat saling bertabrakan.?

Islamisasi dan demokratisasi dengan idiom-idiomnya (egalite,
equality, liberty dan Human Rights) menjadi dua aktor utama yang
senantiasa dihadapkan secara konfrontatif, sebab keduanya dianggap
mengandung prinsip-prinsip yang saling bertentangan satu sama
lain.’ Bayangan kontradiksi antara Islam dan demokrasi merupakan
konsekuensi logis dari absennya perhatian atas reijtiHaditsasi
terhadap hukum-hukum Islam (figh) yang berhubungan dengan isu-
isu politik. Studi-studi kritis atas kompatibilitas Islam dan demokrasi
menjadi kontra produktif, sebab setiap orang akan merujuk masa lalu
Islam sebagai sumber analisis kemudian membandingkannya dengan
demokrasi modern tanpa memerhatikan kesesuaian aspek ruang dan
waktu.

Konsep negara khilafah yang dikenal dalam ilmu tata negara
Islam (figh al-siyisah), sesungguhnya tidak lebih dari konstruk historis
yang dilakukan sejumlah pemikir Muslim di masa lalu. Satu hal yang
tidak dapat dibantah adalah pendapat ulama klasik yang beraura
diskriminatif terhadap non-Muslim, sangat dipengaruhi situasi
historis, etos sosial dan realitas yang mengitarinya. Oleh karena itu
sangat dibutuhkan pemikiran ulang dan reformulasi atas hak-hak
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kewarganegaraan non-Muslim di negara mayoritas Islam. Konstruk
agama sebagai basis hak-hak politik rakyat sebagaimana dikemukakan
teoritisi politik Muslim zaman klasik amat dimungkinkan ditinjau
kembali, dan model yang dapat kita rujuk adalah Piagam Madinah.

Makalah iniingin menunjukkan bahwakonsepsi kewarganegaraan
dalam doktrin etika komprehensif Islam sangat sejalan dengan
etika demokrasi modern tentang persamaan dan hak asasi manusia.
Keduanya sama-sama tidak meligitimasi intoleransi identitas, budaya,
dan cara hidup terhadap siapa pun termasuk pada kelompok warga
negara minoritas. Makalah ini menolak analisis futuristik Samuel
P. Huntington dalam tesisnya yang berjudul 7he Clash of Civilization
yang menyatakan bahwa Islam berpotensi menghambat demokrasi.
Penolakan Islam terhadap demokrasi akibat keterasingan Islam
dengan modernisme dapat menjadi pemicu perang dunia ketiga
di mana Islam akan berhadapan dengan Barat secara konfrontatif.’
Makalah ini juga menolak teori Meghan E. Tepas yang menyatakan
bahwa hukum Islam tradisional, syariah, mengandung doktrin-
doktrin yang sama sekali tidak sesuai dengan asas modern pergaulan
bangsa-bangsa, dengan hukum internasional, dengan spirit kerjasama
global.¢

Keseluruhan data yang yang diperoleh akan dianalisis dengan
menggunakan metode eksploratif-analitis, yang metode ini bermaksud
untuk menjelaskan hakikat fakta tertentu, mengapa suatu fakta
terjadi dan bagaimana hubungannya dengan fakta lain. Pendekatan
hermeneutik juga akan turut membantu dalam menganalisis data-
data dalam penelitian ini, sehingga data-data teks yang ada dapat
dipahami secara utuh dan objektif sesuai dengan sezting sosio-psikologis
penulisnya dan membawanya pada realitas orang yang memahami
teks tersebut.

Piagam Madinahh di Tengah Kemajemukan Penduduk Madinah
Madinah adalah sebuah kota kurang lebih berjarak 400 kilometer
di sebelah utara kota Makkah. Penduduk kota Madinahh (dahulu
disebut kota Yatsrib) terdiri dari beberapa suku Arab dan Yahudi. Suku
Yahudi terdiri Bani al-Nadir, Bani Qaynuqa, dan Bani Qurayzah yang
memunyai kitab suci sendiri, lebih terpelajar dibandingkan penduduk
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Yatsrib yang lain. Sedangkan suku Arabnya terdiri dari suku Aws,
dan Khazraj, kedua suku yang selalu bertempur dan sukar untuk
didamaikan.” Ketika Nabi hijrah ke Madinah, Yahudi dan suku-suku
Arab musyrik adalah mayoritas mutlak penduduk. Setidaknya, ada
10.000 penduduk Madinah: Pengikut Nabi 1.500, Yahudi 4.000,
dan sisanya (4.500) adalah orang-orang musyrik. Berdasarkan
gambaran ini, Nabi Muhammad dan para pengikutnya ketika itu
adalah minoritas kecil, di tengah sistem kesukuan dan patronat yang
berlapis-lapis dan tumpang tindih, melibatkan pagan dan Yahudi,
dan suku-suku yang baru saja mengalami perang saudara®

Tidak lama setelah hijrah ke Yatsrib, yang kemudian berganti nama
menjadi Madinah, Nabi Muhammad dan tokoh-tokoh masyarakat di
sana menyepakati apa yang disebut perjanjian atau Piagam Madinah.
Di dalam naskah aslinya, Piagam Madinahh menyebut dirinya dengan
istilah kizab (tulisan) dan sahifah (dokumen), dan sering juga dirujuk
dengan sebutan “piagam” dan “konstitusi.” Dokumen ini terdapat
di dalam Szrah Ibn Ishaq (151 H./768 M.), sumber paling tua yang
memuat dokumen, seperti “sekeping batu cadas dalam tumpukan
reruntuhan”.? Sz7ah Ibn Hisyam (213 H./833 M.) juga memuatnya
dengan mengedit dan meringkas karya Ibn Ishaq."

Piagam Madinahh ini dapat disebut sebagai piagam tertulis
pertama dalam sejarah umat manusia yang dapat dibandingkan
dengan pengertian konstitusi dalam arti modern. Muhammad
Hamidullah asal India menyebutnya sebagai konstitusi tertulis
pertama di dunia, jauh lebih dulu dari Magna Carta.! Piagam ini
dibuat atas persetujuan bersama antara Nabi Muhammad dengan
wakil-wakil penduduk kota Madinahh tak lama setelah beliau hijrah
dari Makkah ke Yatsrib, nama kota Madinahh sebelumnya, pada
tahun 622 M. Para ahli menyebut Piagam Madinahh tersebut dengan
berbagai macam istilah yang berlainan satu sama lain.?

Para pihak yang mengikatkan diri atau terikat dalam Piagam
Madinahh yang berisi perjanjian masyarakat Madinahh (social
contract) tahun 622 M. ini ada tiga belas kelompok komunitas yang
secara eksplisit disebut dalam teks Piagam. Ketiga belas komunitas
itu adalah 1) Muslimin dari suku Quraysh Makkah, 2) Muslimin dari
Yatsrib, 3) Kaum Yahudi dari Bani ‘Awf, (4) Kaum Yahudi dari Bani
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Sa‘idah 5) Kaum Yahudi dari Bani al-Harits, 6) Bani Jusyam 7) Yahudi
Bani Najjar, 8) Yahudi dari Bani ‘Amr ibn Awf, 9) Banu al-Nabit,
10) Banu al‘Aws, 11)Yahudi Banu Tsa‘labah, 12) Suku Jafnah Banu
Tsa‘labah, 13) Banu Syutaybah.” Piagam Madinahh menamakan
pihak-pihak yang menyepakatinya sebagai ummah waihidah, umat
yang satu, yang dibedakan dari pihak-pihak yang tidak ikut dalam
kesepakatan.

Secara keseluruhan, Piagam Madinahh tersebut berisi 47pasal.™
Pasal 1, misalnya, menegaskan prinsip persatuan dengan menyatakan:
“innabhum wmmah wahidah min din al-nis” (Sesungguhnya mereka
adalah ummat yang satu, lain dari (komunitas) manusia yang lain).
Pasal 44 menegaskan: “Wa inna baynahum al-nasr ‘ald man dahama
Yatsrib” (Mereka [para pendukung piagam] bahu membahu dalam
menghadapi penyerang atas kota Yatsrib [Madinah]). Selanjutnya
Dalam Pasal 24 dinyatakan: “Wz inna al-Yahid yunfiqina maa
al-muminin ma dami mubdaribin” (Kaum Yahudi memikul biaya
bersama kamu mu'minin selama dalam peperangan). Kemudian Pasal
25 menegaskan: “Wa inna Yahida Bani Awfummah ma a al-muminin,
lil-Yahid dinubum wa-lil-Muslimin dinuhum, mawalihim anfusubum
illa man zalam wa-atsima fa-innahi ld yiaraghu illa nafsah wa-ahla
baytih” (Kaum Yahudi dari Bani ‘Awf adalah satu umat dengan
kaum mu'minin. Bagi kaum Yahudi agama mereka, dan bagi kamu
mu'minin agama mereka. Juga (kebebasan ini berlaku) bagi sekutu-
sekutu dan diri mereka sendiri, kecuali bagi yang zalim dan yang jahat.
Hal demikian akan merusak diri dan keluarganya sendiri). Jaminan
persamaan dan persatuan dalam keragaman tersebut demikian indah
dirumuskan dalam Piagam ini, sehingga dalam menghadapi musuh
yang mungkin akan menyerang kota Madinah, setiap warga kota
ditentukan harus saling bahu membahu.”

Dalam hubungannya dengan perbedaan keimanan dan amalan
keagamaan, jelas ditentukan adanya kebebasan beragama. Bagi orang
Yahudi sesuai dengan agama mereka, dan bagi kaum mu’'minin sesuai
dengan agama mereka pula. Prinsip kebersamaan ini bahkan lebih
tegas dari rumusan al-Qur’an mengenai prinsip lakum dinukum wa
liya din (bagimu agamamu, dan bagiku agamaku) yang menggunakan
perkataan “aku” atau “kami” versus “kamu”. Dalam piagam digunakan
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perkataan mereka, baik bagi orang Yahudi maupun bagi kalangan
mu'minin dalam jarak yang sama dengan Nabi.'* Selanjutnya, pasal
terakhir, yaitu Pasal 47 berisi ketentuan penutup yang dalam bahasa
Indonesianya adalah:

Sesungguhnya piagam ini tidak membela orang zalim dan kbi-

anat. Orang yang keluar (bepergian) aman, dan orang yang be-

rada di Madinahh aman, kecuali orang yang zalim dan khianat.

Allah adalah penjamin orang yang berbuat baik dan taqwa (ter-

tanda Mubammad Rasulullah).”

Selain pengikut Nabi Muhammad dan Yahudi, orang-orang Arab
yang politeis atau pagan (musyrik) adalah juga bagian dari ummah
wapidah tersebut. Umat yang bersatu, yang berasal dari latar belakang
politik, kesukuan, dan agama yang berbeda, bergabung ke dalam
kesatuan komunitas di bawah perlindungan Allah (dzimmah Allah),
dan mereka berperang atas nama atau “di jalan” Allah (f7 sabil Allah).
Syaratnya, mereka harus menerima butir-butir Piagam, percaya
kepada Allah, hari akhir, dan menerima Nabi Muhammad sebagai
arbitrator mereka. Peran Nabi Muhammad sebagai arbitrator sudah
disepakati dalam baiat ‘Aqabah dan diformalkan lagi dalam Piagam.'®

Para Kabilah dari berbagai macam suku yang secara spesifik
disebutkan seperti Bani ‘Awf, Bani Sa‘idah, Bani al-Harits, Bani
Jusyam, Bani al-Najjar, Bani ‘Amr bin ‘Awf, Bani al-Nabit, dan Bani
al-Aws diberi keleluasaan untuk mengurusi urusan internal masing-
masing. Masing-masing pihak bertanggungjawab membayar uang
darah, sementara kewajiban untuk membayar tebusan bagi para
warga yang tertawan akibat perang menjadi tanggung ummah secara
keseluruhan. Kesepakatan juga melarang aksi-aksi balas dendam di
kalangan pihak-pihak yang menyepakati Piagam Madinahh tersebut,”
sebab salah satu tujuan wmmah waihidah adalah mencegah sengketa
internal berdarah dan, kalau ada pelanggaran, menyelesaikannya
dengan melibatkan Nabi Muhammad, tidak dengan mekanisme
kesukuan lama. Perubahan inilah yang menurut Wellhausen dapat
menghapuskan pertikaian internal di Madinah.>

Orang-orang musyrik yang bersedia ikut menyepakati Piagam
Madinahh juga dikenai aturan serupa, dengan tambahan ketentuan.
Mereka tidak boleh melindungi nyawa dan properti Quraish yaitu
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Mubhajiran. Kaum politeis Madinahh juga dilarang menengahi
sengketa yang timbul antara Quraysy/Mubajirin dan orang-orang
Madinahh yang sudah memeluk Islam. Proses integrasi musyrik
yang di dalam kota Madinahh ke dalam ummah wahidah adalah
yang pertama. Kerjasama dengan kaum musyrik termasuk di bidang
militer terus berlangsung di tahun-tahun sesudahnya. Suku musyrik
Aws Allah (atau Aws Mandt) di luar kota Madinahh ikut dalam perang
Badr dan Uhud sebelum mereka memulai proses konversi ke dalam
Islam pada tahun kelima Hijriah dan sesudahnya.”

Hak dan Kewajiban Warga Negara Non-Muslim (4A/ al-Dzimmah)

Dengan berlandaskan pada agama yang diyakini seseorang,
memertimbangkan negara yang menjadi tempat tinggalnya dan ada
atau tidaknya ikatan perjanjian dengan pemerintahan Islam, para
ulama figh membagi kewarganegaraan seseorang menjadi Muslim
dan non-Muslim. Orang non-Muslim terdiri dari, mustamin dan
harbiyin. Penduduk dar al-Islam terdiri dari Muslim, ahl al-dzimmah
dan mustamin, sedangkan penduduk dar al-harb terdiri dari Muslim
dan harbiyin. »

Istilah “Muslim” merupakan nama yang diberikan bagi orang
yang menganut agama Islam. Seorang Muslim meyakini dengan
sepenuh hati kebenaran agama Islam dalam aqidah, syariah dan
akhlak sebagai aturan hidupnya. Di samping itu, ia menentang segala
bentuk penyimpangan yang dapat mengubah identitasnya sebagai
seorang Muslim. Kata “Muslim” berasal dari bahasa Arab, yang
berarti menyelamatkan. Kedua istilah ini banyak terdapat dalam al-
Qur’an dan Hadits Nabi. Gelar “Muslim” sendiri langsung diberikan
Allah kepada manusia, sebagaimana dalam surat al-Hajj ayat 78: “Dia
yang menamakan kamu dengan “Muslim” semenjak masa lalu. Hal ini
dimaksudkan supaya Nabi menjadi saksi atas kamu dan kamu manjadi
saksi atas sekalian manusia.”

Seseorang dapat disebut Muslim tidak hanya sekedar menganut
dan meyakini Islam sebagai agamanya. Lebih dari itu, keyakinan
tersebut harus dibuktikan dalam bentuk perbuatan konkret. Dalam
hal ini, seseorang Muslim minimal memenuhi sejumlah syarat
sebagaimana diterangkan dalam sabda Rasulullah:
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Dari Anas ibn Malik, ia berkata bahwa Nabi telah bersabda,
Siapa yang mengaku tiada tuban selain Allah dan menghadap
kiblat yang kita yakini, lalu ia melakukan salat serta memakan
sesembelihan kita, maka orang tersebut adalah Muslim yang
mendapat jaminan Allah dan Nabi-Nya. (H.R. al-Bukhairi).”

Hadits di atas menginformasikan bahwa seseorang yang disebut
Muslim minimal memenuhi unsur-unsur mengucap kalimat syahadat,
melaksanakan salat dan memakan sembelihan yang dilakukan secara
Islami.

Berdasarkan tempat menetapnya, Muslim dapat dibedakan antara
satu dengan yang lainnya. Pertama mereka yang menetap di dar al-
Islam dan memunyai komitmen yang kuat untuk memertahankan
dar al-Islam dan memunyai komitmen kepada Islam serta mengakui
pemerintah Islam. Kedua, Muslim yang tinggal menetap di dar al-
harb dan tidak berkeinginan untuk hijrah ke dar al-Islam. Status
mereka, menurut Malik, al-Syafi‘l, dan Ahmad, sama dengan Muslim
lainnya di dar al-Islam. Harta benda dan jiwa mereka berstatus sebagai
penduduk parbiyin, karena berada di negara yang tidak dikuasai
Islam. Konsekuensinya, harta benda dan jiwa mereka tidak terjamin.

Sedangkan dzimmah secara bahasa berarti @hd (perjanjian),
daman (jaminan) dan amdn (perlindungan), artinya adalah
komunitas non-Muslim yang melakukan kesepakatan untuk hidup
di bawah tanggung jawab dan jaminan kaum Muslim. Para ahli figh
berpendapat bahwa tujuan akad dzimmah adalah pengakuan terhadap
ideologi kaum non-Muslim, yang diyakini ketidakbenarannya oleh
kaum Muslim. Demi mencapai perdamaian (meninggalkan perang)
dengan adanya kemungkinan masuk Islam melalui pergaulannya
dengan kaum Muslim dan pengetahuannya tentang kebaikan-
kebaikan dalam agama mereka.*

Dalam pandangan al-Ghazali (505 H.), ahl al-dzimmi adalah
setiap ahli kitab yang telah baligh, berakal, merdeka, laki-laki, mampu
berperang dan membayar jizyah.” Ibn al-Juzai al-Maliki memberi
definisi yang hampir sama dengan mendifenisikan sebagai orang
kafir yang merdeka, baligh, laki-laki, menganut agama yang bukan
Islam, mampu membayar jizyah dan tidak gila. Al-“Unqari (1383
H.) memertegas dengan menyimpulkan bahwa ah/ al-dzimmi adalah
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orang non-Muslim yang menetap di dar al-Islim dengan membayar
jizyah.?

Sementara yang dimaksud dengan mustaman adalah ahl al-harb
yang masuk wilayah Islam atas dasar perlindungan sementara yang
diberikan kepadanya oleh imam (negara). Perbedaan antara mustaiman
dan dzimmi adalah perlindungan untuk dzimmi bersifat permanen
sedangkan perlindungan untuk mustaiman bersifat sementara.”

Istilah mustaiman juga dapat digunakan untuk orang-orang Islam
dan ahl al-dzimmah yang memasuki dar al-harb dengan mendapat izin
jaminan keamanan dari pemerintahan setempat. Hal ini diakui selama
mereka hanya menetap sementara di tempat tersebut dan kembali ke
dar al-Islam sebelum izinnya habis. Status yang bersangkutan tetap
Muslim selama dia tidak murtad, bila murtad maka dia menjadi
harbiyin. Sementara ahl al-dzimmah yang menetap lama di dar al-
harb berubah status menjadi harbiyin.*

Sedangkan kata “barbiyian” sendiri berasal dari hparb, berarti
perang. Kata ini digunakan untuk pengertian warga dir al-harb yang
tidak menganut agama Islam dan antara wilayah Islam dengan dar
al-harb tersebut tidak terdapat hubungan diplomatik. Ahl al-harb
adalah kebalikan dari dzimmi yaitu non-Muslim yang menyatakan
permusuhan terhadap kaum Muslimin, menyatakan permusuhan
dengan kaum Muslimin dan pemimpin kaum Muslim-atau tidak
meyakini negara Islam bagi mereka-sebagai akad dzimmah atau akad
perlindungan. Mereka tinggal di wilayah mereka yang disebut dar
al-harb. Bagi mereka berlaku hukum yang berbeda dengan hukum
dzimmi.”

Konsep ahl al-dzimmah pada warga non Muslim pada literatur
Islam klasik, melekatkan hak dan kewajiban yang berbeda dari warga
Muslim pada umumnya. Mereka tidak bisa menduduki posisi-posisi
strategis dalam pemerintahan, mereka tidak boleh menjadi pemimpin
politik dan anggota majelis permusyawaratan, mereka tidak
memunyai hak suara, bahkan mereka diwajibkan membayar jizyah.*
Dalam kitab-kitab klasik disebutkan juga bahwa mereka dilarang
untuk membunyikan lonceng gereja, dilarang mendirikan rumah
ibadah lebih tinggi dari Mesjid dan diwajibkan untuk menggunakan
pakaian khusus yang berbeda dari warga Muslim. Artinya, dalam
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kitab-kitab figh klasik merupakan kalangan yang dituntut dengan
sejumlah kewajiban, tetapi tidak mendapatkan hak yang sejajar dan
setara sebagaimana komunitas Muslim.*

Padahal jika kita merujuk pada praktik kenegaraan Islam yang
dicontohkan oleh Rasulullah sebelumnya maka akan kita dapati
bahwa semangat yang diusung dalam konsep adalah semangat
“perlindungan” bukan “penindasan”. Di dalam Piagam Madinahh
disebutkan bahwa Yahudi yang tinggal di Madinahh termasuk
warga negara. Mereka memunyai hak dan kewajiban seperti kaum
Muslimin di setiap wilayahnya. Yahudi bebas menjalankan agamanya
dan kaum Muslimin juga bebas menjalankan agamanya. Teks piagam
juga menjelaskan bahwa “unsur regional (Madinah) dan domisili saat
berdirinya kedaulatan, itulah yang memberikan hak warga negara
untuk non Muslim dan menjamin mereka mendapat persamaan
hak dan kewajiban”. Sangat jelas tersirat petunjuk konstitusional
atas persamaan non-Muslim dan kaum Muslimin serta tidak adanya
rasialisme, atau mengangggap mereka warga negara tingkat kedua
seperti dalam sebutan Rasulullah  untuk warga negara daulah
Islamiyah dalam undang-undang Madinahh bahwa mereka semua
adalah “umat yang sama dengan kaum mu'minin”.»

Selain Piagam Madinah, penghormatan Rasulullah terhadap
hak-hak non Muslim juga bisa dilihat dalam Hadits /777 (perbuatan
nabi), yang menceritakan peristiwa ketika Rasulullah dikunjungi
oleh sekelompok pemimpin Nasrani yang berjumlah sekitar 16 orang
saat Rasul tengah melaksanan salat ashar. Ketika melihat Rasulullah
berada di masjid, mereka memaksa masuk ke dalam masjid. Satu
cerita menyebutkan bahwa Rasulullah menolak untuk menerima
mereka masuk ke dalam masjid, akan tetapi hal ini dilakukan karena
mereka sedang mengenakan jubah berornamen mewah, setelah
mereka melepaskan jubah mereka barulah Rasulullah mau menerima
mereka. Ketika mereka telah selesai berbicara dengan Rasulullah maka
tibalah waktu untuk bersembahyang, dan Rasulullah memersilahkan
mereka untuk sembahyang di masjid sambil berkata “ini adalah
tempat yang suci untuk memuja Tuhan”.?* Hadits szpip lainnya yang
diriwayatkan oleh al-Tabarani juga menggambarkan maksud yang
sama. Rasulullah berkata “Siapa pun yang menyakiti seorang dzimmi
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maka ia juga telah menyakitiku, dan siapa yang menyakitiku maka ia
juga telah menyakiti Allah”. Di Hadits lain yang diriwayatkan oleh
al-Khatib, Nabi berkata “siapa pun yang melukai dzimmi, aku akan
menjadikannya musuhku, dan siapa pun yang menjadi musuhku
maka akan menjadi musuhku di hari kiamat.*

Bahkan lebih tegas dan jelas Nabi mengingatkan mereka
yang melakukan perbuatan sewenang-wenang apalagi membunuh
terhadap non-Muslim tanpa alasan yang dibenarkan agama dan
negara, sebagaimana tertera dalam Hadits Nabi: “Man gatala
mu dhadan fi ghayr kunhib, harrama Allah alayh al-jannah” (Barang
siapa yang telah membunuh non-Muslim tanpa alasan yang benar
maka Allah benar-benar melarang baginya masuk surga).* Dalam
hal ini Nabi seringkali mengingatkan mereka akan tercelanya
perbuatan penganiayaan terhadap non-Muslim sebagaimana dalam
Hadits lain disebutkan: “Man gatala muGhadan, lam yaruh raihat
al-jannah wa inna ripaba layijad min masirat arba‘in aman” (Orang
yang membunuh non Muslim maka dia tidak pernah merasakan bau
harumnya surga padahal bau harum surga itu sudah bisa dirasakan
baunya dari jarak perjalanan empat puluh tahun).

Apa yang disebut dalam Piagam Madinahh dari penetapan
kewarganegaraan non Muslim dalam dawlah Islimiyah merupakan
suatu dasar yang baku dalam sistem dawlah Islamiyah.” ljtihad
fuqihd’ yang bertentangan dengan hal itu tidak boleh diterima.
Nas-nas al-Qur'an dan sunnah juga jelas-jelas telah mengukuhkan
prinsip-prinsip ini, juga menerangkan hukum-hukum Islam yang
berkenaan dengan interaksi non-Muslim di negara-negara Islam atas
dasar berbuat baik dan bersikap adil.”

Adanya akad dzimmah menumbuhkan hak-hak yang bersama-
sama berlaku di antara kedua belah pihak, yakni kaum Muslim
dan kaum non-Muslim (ah! al-dzimmah), di samping kewajiban-
kewajiban mereka. Hak yang diperoleh oleh kaum non-Muslim
(kaum minoritas), seperti yang juga diperoleh kaum Muslim, adalah
perlindungan dan jaminan dalam berbagai hal. Diantara perlindungan
yang diberikan kepada mereka adalah sebagai berikut:*
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Perlindungan terhadap pelanggaran dari luar negeri

Sudah merupakan kewajiban seorang imam atau penguasa dari
negara Islam untuk melakukan penyelenggaraan perlindungan seperti
ini dengan kekuasaan yang diberikan kepadanya oleh syari‘ah (hukum
Islam) serta kekuasaan militer yang berada di bawah wewenangnya.
Seorang imam wajib menjaga keselamatan kaum minoritas dan
mencegah siapa saja yang mengganggu mereka, melepaskan mereka
dari tindakan penawanan dan menolak kejahatan siapa saja yang
mengarah kepada mereka. Al-Qarafi al-Maliki* sebagaimana
dijelaskan oleh Yasuf al-Qaradawi mengatakan, apabila orang-orang
kafir datang ke negeri Islam karena hendak mengganggu orang-
orang yang berada dalam perlindungan akad dzimmah, maka wajib
bagi umat Islam menghadang dan memerangi mereka dengan segala
kekuatan dan senjata, bahkan umat Islam harus siap mati untuk itu
demi menjaga keselamatan orang yang berada dalam dzimmah Allah
dan dzimmah Rasulullah. Menyerahkan kepada mereka tanpa upaya-
upaya tersebut dianggap menyia-nyiakan akad dzimmabh.

Perlindungan terhadap kezaliman di dalam negeri

Perlindungan terhadap kezaliman yang berasal dari dalam
negeri adalah suatu yang diwajibkan oleh Islam, bahkan sangat
diwajibkan. Islam memeringatkan kaum Muslimin agar jangan
sekali-kali mengganggu dan melanggar hak ahl al-dzimmah, baik
dengan tindakan ataupun ucapan. Allah tidak menyukai orang-orang
zalim dan tidak pula memberi mereka petunjuk. Sebaliknya Allah
akan menyegerakan adzab atas mereka atau menangguhkan hukuman
atas mereka di akhirat dengan berlipat ganda. Dalam perjanjian Nabi
Muhammad dengan penduduk Najran (yang beragama Nasrani)
disebutkan antara lain: “Tidak diperkenankan menghukum seseorang
dari mereka karena kesalahan seorang lainnya.” “Umar ibn al-Khattab
sering menanyai orang-orang yang datang dari daerah-daerah
tentang keadaan karena khawatir ada di antara kaum Muslimin
yang menimbulkan suatu gangguan terhadap mereka. Para fuqaha’
dari seluruh madzhab menegaskan bahwa kaum Muslimin wajib
mencegah kezaliman apapun yang menimpa ahl al-dzimmabh.
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Perlindungan nyawa, badan, harta, dan kehormatan

Hak perlindungan yang ditetapkan bagi ahl al-dzimmah
mencakup perlindungan keselamatan darah (nyawa) dan badan
mereka sebagaimana mencakup pula harta dan kehormatan mereka.
Darah dan nyawa mereka sepenuhnya dijamin keselamatannya
dengan kesepakatan kaum Muslim. Menurut pendapat para ulama,
membunuh mereka haram hukumnya. Nabi bersabda: “Barang siapa
membunub seorang mu‘ahad (yakni yang terikat perjanjian keselamatan
dengan kaum Muslim) tidak akan mencium bauw harum surga,
sedangkan harumnya dapat tercium dari jarak perjalanan empatr puluh
tahun (H.R. Ahmad dan al-Bukhari). Dari Hadits ini, sebagian ulama
berpendapat bahwa seorang Muslim yang membunuh seorang ah!/ al-
dzimmah dapat dihukum mati dan sebagian yang lain tidak dapat
dihukum mati. Dalam hal perlindungan harta benda, para ulama
dari semua madzhab bersepakat untuk melindungi harta benda kaum
minoritas non-Muslim (ahl dzimmah). Terkait dengan hal ini ‘Umar
ibn al-Khattab berpesan kepada Aba ‘Ubaydah: “Cegahlah kaum
Muslim dari bertindak zalim terhadap mereka (yakni ah/ al-dzimmabh),
mengganggu ataupun memakan harta mereka kecuali dengan cara-cara
yang menghalalkannya. Siapa pun yang mencuri harta milik seorang
dzimmi akan dipotong tangannya, siapa yang merampasnya akan
dihukum dan harta itu pun akan dikembalikan kepada pemiliknya.”
Perlindungan yang sama yang diberikan kepada ahl al-dzimmah juga
terjadi dalam hal kehormatan. Islam juga memberikan perlindungan
kepada ahl al-dzimmah sama seperti yang diberikan kepada kaum
Muslim. Siapa pun tidak boleh mencaci seorang dzimmi ataupun
menujukan tuduhan palsu terhadapnya, menghinanya dengan suatu
kebohongan, memergunjingkannya dengan suatu ucapan yang tidak
disukainya. Itulah beberapa yang diberikan oleh Islam kepada kaum
minoritas non-Muslim yang berada dalam naungan kekuasaan Islam.
Adapun jaminan-jaminan yang diberikan kepada mereka di antaranya
seperti berikut:

Jaminan hari tua dan kemiskinan
Islam memberikan jaminan kehidupan yang layak bagi orang-
orang non-Muslim yang berdiam di daerah kekuasaan kaum Muslim
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serta keluarga yang menjadi tanggungan mereka. Bagi mereka yang
sudah berusia tua dan sudah tidak lagi mampu bekerja atau sakit
sehingga tidak lagi dapat mencukupi kebutuhan hidup mereka, maka
mereka dibebaskan dari kewajiban jizyah, dan bahkan mereka berserta
keluarganya kemudian menjadi tanggungan Bayr al-Mal (kas negara).
Demikianlah yang dilakukan oleh Aba Bakr dalam memerlakukan
kaum minoritas. Jadi, para ahl al-dzimmah yang benar-benar jatuh
dalam kemiskinan harus mendapat perhatian khusus dari penguasa
Islam untuk diberikan santunan atau bantuan untuk kehidupan
mereka. Dengan ini maka berlangusunglah jaminan sosial dalam
Islam sebagai suatu konsep umum yang meliputi seluruh anggota
masyarakat, Muslim atau non-Muslim.

Jaminan atas kebebasan beragama

Kebebasan beragama dan beribadah dijamin dalam Islam, baik
bagi kaum Muslim maupun non-Muslim. Tidak diperbolehkan
melakukan tekanan dan ancaman agar mereka memeluk agama Islam
(QS. al-Baqarah/2: 256 dan Yunus/10: 99). Dalam sejarah tidak
pernah dikenal suatu bangsa Muslim memaksa b/ al-dzimmah (non-
Muslim) untuk memeluk Islam. Begitu juga Islam telah menjaga
dengan baik rumah-rumah ibadah milik kaum non-Muslim serta
menghargai kesucian upacara-upacara ritual mereka. Hingga sekarang
pun tidak dijumpai negara-negara Islam yang memaksakan kepada
penduduknya yang non-Muslim memeluk Islam. Sebaliknya, banyak
kaum Muslim di negara-negara yang mayoritas penduduknya non-
Muslim mendapat tekanan dan ketidakadilan, sehingga kaum Muslim
tidak dapat menjalankan agamanya dengan leluasa. Kebebasan
beragama dijamin oleh Islam sejak zaman Nabi Muhammad yang
tidak pernah memaksa rakyat Madinahh yang tidak memeluk Islam
untuk mengubah agamanya. Nabi hanyalah mendakwahkan Islam
kepada mereka. Soal konversi ke agama Islam tergantung kepada
kesadaran mereka. Hal ini berbeda dari yang terjadi di Bizantium.
Negara ini memaksakan agama tertentu kepada seluruh rakyat yang
berada di bawah pemerintahannya. Rakyat tidak memiliki hak
kebebasan untuk menganut suatu agama. Karena itulah, banyak
rakyat yang tidak merasa senang dengan penguasa Bizantium.
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Jaminan atas kebebasan bekerja dan berusaha

Kaum minoritas non-Muslim memiliki kebebasan untuk bekerja
dan berusaha, memilih pekerjaan-pekerjaan bebas yang mereka
inginkan, dan mengelola berbagai macam kegiatan ekonomi sama
seperti kebebasan yang dimiliki oleh kaum Muslim. Selain hal ini,
mereka juga dapat menikmati kebebasan penuh dalam perdagangan,
industri, dan keterampilan. kenyataannya sekarang di negara-negara
Islam sektor ekonomi banyak yang dikuasai oleh kaum non-Muslim,
sechingga dalam masalah ini mereka menjadi pengendalinya. Hal ini
terjadi juga karena adanya dukungan dari negara-negara maju yang kuat
ekonominya, seperti Amerika Serikat dan negara-negara Eropa Barat.

Jaminan jabatan dalam pemerintahan
Abl al-dzimmahb juga memiliki hak untuk menduduki jabatan-
jabatan dalam pemerintahan seperti halnya kaum Muslim, kecuali
jabatan-jabatan keagamaan, seperti imam, pemimpin tertinggi
negara, panglima tentara, hakim untuk kaum Muslim, penanggung
jawab urusan zakat dan sedekah, dan yang sejenisnya. Jabatan jabatan
seperti ini sangat terkait dengan agama Islam dan ajaran-ajaran yang
ada di dalamnya yang harus benar-benar dijaga dan dipelihara oleh
kaum Muslim. Tugas-tugas di luar bidang keagamaan itu boleh
diserahkan kepada ah! al-dzimmah bila mereka memiliki persyaratan
khusus, seperti kecakapan, kejujuran, dan kesetiaan kepada negara.
Sedangkan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi @b/ al-
dzimmah adalah:
1. kewajiban keuangan seperti membayar jizyah, kharrij, dan pajak
perdagangan
2. mengikat diri pada hukum-hukum konstitusi Islam dalam
muamalah, transaksi-transaksi di sektor sipil dan sebagainya, dan
3. menghormati syiar-syiar Islam serta menjaga perasaan-perasaan
kaum Muslim.*

Simpulan

Piagam Madinahh sebagai konstitui pertama di dunia telah
menunjukkan kepada kita semua bahwa Islam sejak awal telah
mengajarkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang dianut oleh
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masyarakat modern saat ini. Sebagai sebuah pakta perjanjian di tengah
konfrontasi antar agama ketika itu Piagam Madinahh ternyata tidak
kehilangan “spirit” melindungi seluruh manusia baik Muslim maupun
non-Muslim tanpa ada unsur-unsur diskriminasi di dalamnya,
setiap kelompok baik dari golongan mayoritas maupun minoritas
menikmati hak dan kewajiban yang setara dalam konstruk Negara
Madinah. Sebab tujuan utama yang hendak dicapai lewat pendirian
negara adalah untuk memelihara agama dan mengatur dunia. Dengan
begitu diharapkan, umat manusia dapat meraih kebahagiaan, dunia
dan akhirat di bawah naungan Allah. Oleh karena itu kesimpulan-
kesimpulan ulama figh di zaman pertengahan yang bertentangan
dengan semangat yang diusung oleh Piagam Madinahh layak untuk
ditinjau ulang demi menjaga kemaslahatan dan kesesuaian Islam
dalam merespon perkembangan zaman.
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